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Abstrak 

Penelitian ini membahas penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam 
menerima uang pemisahan sertifikat tanah dan pembayaran BPHTB. Sebagai 
pejabat publik, notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan 
perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris 
harus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan mematuhi UUJN 
dan PMPJ. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan 
pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Analisis data dilakukan 
secara kualitatif. Dalam penerimaan uang titipan, notaris harus memastikan 
identitas klien, memverifikasi data dengan teliti, dan menjaga transparansi serta 
akuntabilitas. Meskipun tidak ada aturan eksplisit yang memperbolehkan notaris 
menerima pembayaran pajak BPHTB, diketahui beberapa kasus menunjukkan 
notaris menerima uang titipan dari klien untuk pembayaran pajak tersebut, 
meskipun hal ini berada di luar kewenangan formal. Tanggung jawab notaris 
didasarkan pada prinsip kesalahan, yang mencakup adanya perbuatan, unsur 
kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Kesalahan notaris dapat melibatkan 
tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana. Oleh karena itu penerapan 
prinsip kehati-hatian, integritas moral, dan kepatuhan terhadap hukum adalah 
kunci untuk menjaga tanggung jawab notaris dan kepercayaan masyarakat pada 
profesi tersebut. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan agar notaris mematuhi 
prinsip kehati-hatian, memahami batas wewenangnya, dan menghadapi 
pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.  Pengawasan ketat dan 
sanksi tegas diperlukan untuk menciptakan kesadaran dan efek jera bagi notaris. 
Regulasi terkait peran notaris dalam pembayaran pajak perlu ditinjau ulang, dan 
masyarakat perlu diberi penyuluhan mengenai pembayaran BPHTB agar dapat 
mencegah risiko permasalahan dengan notaris.  

Kata kunci: Notaris, Prinsip Kehati-hatian, Uang Pemisah Sertifikat, BPHTB 
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Abstract 

This research explores the implementation of the prudence principle by notaries 
in handling land certificate separation fees and BPHTB payments. As public 
officials, notaries play a crucial role in providing legal certainty and protection to 
the public. In executing their duties, notaries must maintain integrity and public 
trust by adhering to UUJN (Notary Law) and PMPJ (Principle of Recognizing 
Service Users). The study employs a juridical-normative method with legal and 
case-based approaches, conducting qualitative data analysis. In the acceptance of 
entrusted funds, notaries are required to ensure client identities, meticulously 
verify data, and maintain transparency and accountability. Although there is no 
explicit rule allowing notaries to accept BPHTB payments, some cases indicate 
notaries receiving funds from clients for these payments, albeit beyond their 
formal jurisdiction. Notarial responsibilities are based on the principle of error, 
encompassing actions, elements of fault, losses, and causality. Notarial errors can 
result in civil, administrative, and criminal liabilities. Therefore, the application 
of prudence, moral integrity, and compliance with the law are pivotal in 
preserving notarial responsibilities and public trust in the profession. This study 
emphasizes the importance of notaries adhering to prudence, understanding their 
boundaries, and facing legal accountability. Strict supervision and stringent 
penalties are necessary to raise awareness and deter notarial misconduct. 
Regulations concerning the notary's role in tax payments need reassessment, and 
the public should be educated about BPHTB payments to prevent issues with 
notaries.  

Keywords: Notary, Prudence Principle, Certificate Separation Funds, BPHTB  
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